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BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

Memmbang

Mengingat

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemenntahan yang tertib, akuntabel dan transparan terhadap
pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dar
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah
berwenang menetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta
Monitoring dan Evaluas: Hibah dan Bantuan Sosial,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluas: Hibah dan Bantuan Sosial,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R1 Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara R | Nomor 3961},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinst Maluku Utara (Lembaran
Negara R1 Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R1 Nomor 4264),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4286},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara R 1. Nomor 4400},
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R1 Thun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4438),

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iindonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Orgamsas:1 Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemernintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemenntah,
Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R1 Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4693),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R1 Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R 1 Nomor 5265,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasayarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5958),

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah sebagaimana telah dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
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18 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menter1 Dalam Nageri Nomor 59
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

19 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembernian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ,

20 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 4),

21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Orgamsasi Perangkat
DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 8 ),

22 Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 2),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA

SELATAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah 1ni1 yang dimaksud dengan

1

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menter1 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh
pemernintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonormi seluas-luasnya
dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemernntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan

Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemernntahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetuju1 bersama oleh pemenntah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemernntah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah,

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan selaku pengguna barang/pengguna barang,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunya tugas menylapkan serta melaksanakan
kebyakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdin dan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan,

Kebiyjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yvang memuat kebyakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD,

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan
selaku Bendahara Umum Daerah,

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersi program,
kegiatan dan anggaran SKPD,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran,
Perusahaan daerah adalah badan wusaha mhk daerah Kabupaten
Halmahera Selatan,

Organisas1 kemasyarakatan adalah organmisas: yang dibentuk oleh Warga
Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan
nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

Kelompok masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang dengan
kesadaran dan kemnginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah
kegiatan bersama,

Masyarakat adalah warga Kabupaten Halmahera Selatan,

Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemernintah adalah organmsasi-organisasi
seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negen
Nomor 900/2677 /SJ tanggal 8 Nopember 2007,
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21 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dan pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisas1 kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat idak wapb dan mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah,

22 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada ndividu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindung: dann kemungkinan terjadinya resiko sosial,

23 Resiko sosial adalah kejadiaan atau peristiwa yang dapat memimbulkan
potens: terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak knsis sosial,
knisis ekonomu, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondis: wajar,

24 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan
manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana
dan prasarana dan fasilitas umum serta menmimbulkan gangguan terhadap
tata kehidupan masyarakat,

27 Naskah Perjanpan Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah

naskah perjanpan hibah yang bersumberkan dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah antara pemernntah daerah dengan penerima hibah

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang hingkup Peraturan Kepala Daerah im1 mehputi penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber darn APBD Kabupaten
Halmahera Selatan

BAB III
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Hibah

Pasal 3

(1) Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya

(2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap
lainnya

(3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya

(4) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus
dan tidak wapb kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan

(5) Hibah yang dibenikan secara tidak mengkat/tidak secara terus menerus
diartikan bahwa pembenian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung
pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputs
a) Hibah kepada pemerintah,






